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Terbit sejak 4 Januari 1993, Republika hadir sebagai pelopor
pembaruan media massa Indonesia. Harian ini memberi
warna baru pada desain, gaya pengutaraan, dan sudut
pandang surat kabar negeri ini. Sebagai koran, kemudian
portal berita pertama di Tanah Air, media ini melahirkan
keseim bangan baru dalam tata informasi. Republika terbit
demi kemaslahatan bangsa, penebar manfaat untuk semesta.
Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi
milik Harian Republika. Semua wartawan Harian Republika dibekali
tanda pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari
siapa pun. Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar,
sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Semua isi
artikel/tulisan yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung





























































































































































































































































































































































































































































usim hujan sudah tiba. Bencana banjir mulai
terjadi di mana-mana.  Di Kota Padang, Sumatra
Ba rat, banjir bandang yang terjadi kemarin
mengakibatkan sedikitnya 600 rumah terendam
air. Banjir dilaporkan merendam Kecamatan Lubuk Kilangan,
Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung, Padang Selatan,
Padang Utara, dan Pauh.     
Banjir yang terjadi diakibatkan hujan deras di bagian hulu
dan hilir sehingga peningkatan debit sungai pun meluap.  Data
sementara tercatat dua  korban jiwa dalam musibah tersebut.
Banjir juga menyebabkan satu unit jembatan hanyut dan dua
jembatan putus.
Akhir Oktober lalu, banjir juga melanda sejumlah wilayah
di Riau. Akibatnya, ribuan rumah warga di Kabupaten Rokan
Hilir (Rohil) Riau terendam air. Banjir di Kabupaten Rohil
ini melanda dua kecamatan, yakni di Pekaitan dan terbaru
berada di Bangko. 
Dari dua kecamatan itu, ada delapan kepenghuluan (desa)
yang terkena banjir. Kedalaman banjir bervariasi dari 20
sentimeter hingga satu meter.
Selain di Sumatra Barat dan Riau, Oktober lalu banjir juga
melanda Aceh dan Sumatra Utara. Korban sudah berjatuhan
dan kerugian pun tidak sedikit.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
se be lumnya sudah meminta masyarakat untuk mewaspadai
pe ningkatan hujan di sebagian wilayah Indonesia. Kepala
BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, musim hujan di
Indonesia terjadi mulai Oktober-November 2018. Sementara
itu, puncak musim hujan akan terjadi pada Januari-Februari
2019.
Saat ini puncak musim hujan belum terjadi. Tapi, banjir
sudah mulai melanda sejumlah tempat. Inilah yang harus
diwaspadai.  Jika awal musim penghujan saja sudah terjadi
banjir, bagaimana nanti jika curah hujan mencapai pun -
caknya?  Curah hujan yang tinggi tak hanya berakibat banjir,
tapi juga tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin
kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.
Selagi curah hujan belum terlalu tinggi sebaiknya persiap -
an menghadapi banjir dilakukan dari saat ini.  Wilayah yang
men jadi daerah langganan banjir selayaknya menyiapkan
warganya untuk mengantisipasi datangnya banjir.
Jakarta, misalnya. Hampir bisa dipastikan bahwa setiap
tahun Ibu Kota dilanda banjir. Yang membedakan setiap
tahun hanya skalanya, banjir besar atau biasa-biasa saja.
Banjir kerap terjadi pada akhir tahun atau awal tahun. 
Warga dan Pemerintah Provinsi Jakarta sering kali tidak
siap untuk menghadapi banjir. Padahal, ada cukup waktu
sepanjang tahun untuk mempersiapkannya.  
Untuk kasus Jakarta, soal air kiriman Bogor melalui Sungai
Ciliwung yang luar biasa besar, sumur pompa yang ngadat,
dan drainase yang mampat, sering dituding menjadi penyebab
banjir. Tapi, masalah itu kembali berulang setiap tahun,
seperti halnya banjir yang datang berulang.
Saat banjir sudah melanda, semua sibuk membahas
bagaimana mengantisipasinya pada masa mendatang.
Namun, setelah banjir berlalu, diskusi-diskusi itu juga berlalu.
Semuanya kembali seperti semula, seolah-olah banjir tak akan
pernah lagi menerpa.
Melihat kejadian di sejumlah daerah yang dilanda banjir,
agaknya kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Masih cukup
waktu menyiapkan diri sebelum puncak hujan benar-benar
da tang pada Januari-Februari nanti.
Jangan sampai tak mela kukan apa-apa untuk menghadapi






Berturut-turut, aksi demo guru honorer berlangsung di
berbagai daerah. Puncaknya, ribuan guru yang berasal dari
berbagai daerah tersebut tumpah ruah di depan Istana Negara
pada Selasa, 30 Oktober 2018. 
Bahkan, para ‘Oemar Bakri’ ini rela bermalam demi
tercapainya tuntutan. Tidak neko-neko, para pencerdas generasi
ini hanya inginkan kelayakan upah sehingga dapat tercukupi
kebutuhan hidup yang kian hari semakin tinggi. 
Dalam konteks kekinian, menjadi pegawai negeri adalah jalan
yang mereka rasa paling realistis untuk menggapai asa. Wajar, jika
mereka pun memperjuangkannya. Miris sebenarnya, menyak sikan
para pahlawan bangsa yang tidak dihargai seperti ini. 
Mereka mendedikasikan diri, ilmu, dan waktu demi generasi
penerus. Namun, jerih payah yang tercurah, tiada berbalas
dengan upah yang manusiawi.
Sesungguhnya, bukan mustahil kesejahteraan para guru
dapat dijamin tanpa harus membedakan kasta, ASN, atau guru
biasa. Karena hakikatnya, tugas mereka adalah sama, mendidik
generasi untuk masa depan bangsa.
Mari belajar pada peradaban agung yang pernah ada. Di mana
para guru dijamin kesejahteraannya. Tercatat indah dalam tinta
sejarah, pada masa kepemimpinan  Umar bin Khatab. 
Tidak kurang dari 15 dinar atau setara dengan 63,75 gram
emas setiap bulannya, upah yang diterima oleh para guru. Tanpa
ada kasta. Setiap pengajar memperoleh harga yang layak.
Semoga, negeri ini dapat segera berbenah. 
Bersedia menoleh pada sejarah peradaban dunia dan
mempelajarinya. Mengadopsi apa saja yang terbukti menciptakan
kesejahteraan bagi rakyatnya. 
Wulan Citra Dewi, Pekanbaru, Riau
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B
adan Pengawas Obat dan Ma -
kan an (BPOM) baru saja mener -
bit kan Peraturan Kepala (Perka)
Nomor 31 Tahun 2018 tentang
La bel Pangan Olahan. Aturan ini
adalah revisi Peraturan BPOM Nomor 27
Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan
Olahan.
Dengan terbitnya Perka BPOM ini, Surat
Edaran Nomor HK.06.5.51.511.05.18.2000
tahun 2018 tentang Label dan Iklan pada
Produk Susu Kental dan Analognya yang
dikeluarkan 22 Mei 2018 tidak berlaku. 
Langkah BPOM menerbitkan peraturan
ten tang label pangan olahan patut diapre -
siasi. BPOM telah berupaya mengakomodasi
berbagai masukan yang berasal dari konsu -
men, produsen, asosiasi, lembaga swadaya
masyarakat, dan akademisi. 
Hal ini dapat terlihat dari beberapa pene -
gasan yang terdapat dalam aturan yang diun -
dangkan sejak 19 Oktober 2018 tersebut. 
Sebagai contoh, khusus label susu kental
manis (SKM) BPOM mewajibkan produsen
mencantumkan keterangan, “Perhatikan:
Tidak untuk menggantikan air susu ibu, tidak
cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan, dan
tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya
sumber gizi.’’ 
Tiga ketentuan tersebut semakin mem -
per te gas label yang diatur dalam aturan sebe -
lumnya yang hanya menyatakan susu kental
manis, “Tidak cocok untuk bayi sampai usia
12 bulan”. Penegasan ini diharapkan memu -
pus pro-kontra yang selama ini muncul. 
Secara aturan, pro-kontra susu kental
ma nis sesungguhnya sudah selesai. BPOM
ting gal mengawasi dan memberi tindakan
tegas terhadap produsen yang tidak menaati
peraturan baru. Dalam waktu 30 bulan ke
depan, produsen harus menyesuaikan label -
nya dengan ketentuan label yang baru. 
Meski demikian, jika merunut sejumlah
peristiwa yang terjadi selama lebih dari satu
tahun terakhir, masih ada pekerjaan besar
bagi pemerintah, produsen, dan masyarakat
untuk menciptakan konsumen yang cerdas.
Sebab, bagaimanapun ketatnya sebuah
atur an, keputusan akhir mengonsumsi pro -
duk akan kembali kepada konsumen. Yang
je las, setidaknya ada tiga pelajaran yang da -
pat kita petik dari polemik susu kental manis. 
Pertama, kreativitas suatu label atau iklan
se buah produk pangan tidak boleh menga -
bur kan esensi dari kandungan dan kegunaan
produk itu sendiri.  
Sebuah label atau iklan produk pangan
yang merupakan hasil kreatif sering kali
memunculkan mispersepsi (mengaburkan
informasi yang sesungguhnya) bagi mereka
yang menyaksikan atau merasakannya. 
Visualisasi baik pada label maupun iklan,
tidak boleh memunculkan persepsi bahwa
produk tersebut adalah satu-satunya sumber
gizi yang bisa memenuhi semua kebutuhan
tubuh manusia.  
Bagaimanapun, sebagai sebuah produk
krea tif yang bertujuan mendorong pening -
kat an pemasaran, label atau iklan memiliki
ke wa jiban moral dalam  mengendalikan
lahir nya per be daan persepsi dan interpretasi
oleh konsumen.
Kedua, peningkatan literasi gizi masya -
rakat. Polemik mengenai sebuah produk pa -
ngan sering kali muncul akibat rendahnya pe -
mahaman masyarakat tentang pentingnya gizi
seimbang, terutama bagi anak-anak mereka. 
Literasi gizi terdiri atas beberapa ting -
katan mulai dari literasi fungsional, interaktif,
sam pai literasi kritikal (Bari, 2012). Jika lite -
rasi fungsional mencerminkan pemahaman
terhadap gizi, literasi interaktif dan kritikal
merupakan cerminan dari perilaku gizi. 
Tingkatan literasi gizi dapat dijadiakn
acuan (benchmark) data gizi dan kesehatan
masyarakat sebagai penanda perilaku gizi
untuk melengkapi dan menguatkan data-data
antropometri dan asupan gizi. 
Masyarakat acapkali terombang-ambing
opini tidak berdasar yang berkembang di me -
dia ataupun media sosial. Karena itu, ber ba -
gai kampanye yang dilakukan secara kon sis -
ten untuk meningkatkan pema haman ten -
tang gizi seimbang multak diper lukan. 
Pemerintah, industri, dan masyarakat ha -
rus bersama-sama mendorong berbagai pro -
gram promotif dan preventif untuk mening -
katkan tingkat pemahaman masyarakat ten -
tang gizi dan pencegahan malanutrisi. 
Peningkatan status kesehatan gizi ibu dan
anak sebagai salah satu sasaran Rencana
Pem bangunan Jangka Menengah Nasional
di bidang kesehatan patut didukung penuh. 
Berbagai program corporate social res -
pon sibility (CSR) mengenai edukasi gizi dan
kesehatan masyarakat yang digagas berbagai
perusahaan harus diperkuat.
Dengan demikian, proses literasi gizi dan
ke sehatan masyarakat dapat dilakukan secara
efek tif dan efisien tanpa harus terlalu ber -
gan tung pada kekuatan Anggaran Penda pat -
an dan Belanja Negara. 
Ketiga, penguatan data gizi dan kesehatan
ma syarakat sebagai dasar penentuan strategi
dan kebijakan menyangkut gizi dan kesehat -
an masyarakat yang tepat. 
Polemik susu kental manis telah membe -
rikan pelajaran sangat berharga betapa seba -
gian pihak secara serampangan menghu -
bung kan produk ini dengan berbagai penya -
kit malanutrisi, seperti diabetes, obesitas,
bah kan stunting. 
Padahal, belum ada satu pun data dan
fakta ilmiah yang menunjukkan tentang hal
ini. Apalagi, malanutrisi adalah sebuah situasi
yang diakibatkan banyak faktor saling terkait,
seperti asupan makanan dan minuman,
sanitasi, gaya hidup, dan lainnya. 
Walhasil, sebuah penyakit yang diidap
se se orang bisa jadi diakibatkan oleh faktor
yang berbeda. Karena itu, keterlibatan pakar,
akademisi, dan komunitas yang fokus dan
peduli terhadap gizi dan kesehatan sa ngat
diperlukan agar kita tak mudah men jadikan
sebuah produk sebagai kambing hitam. 
Data dan fakta yang kuat serta mutakhir
akan sangat berharga dalam mendorong per -
baikan gizi dan kesehatan masyarakat. Tentu
kita berharap polemik susu kental manis
akan menjadi yang terakhir kali terjadi. 
Produsen akan senantiasa sadar menjaga
etika kreativitasnya, pemerintah dan industri
terus mendorong literasi gizi, serta pakar dan
akademisi memperkuat data dan fakta. 
Jika ini pararel dilakukan, masyarakat
akan jauh lebih cerdas, sehingga tak mudah
terlibat dalam polemik produk pangan, meski
ada pihak yang mencoba memantiknya. n
Pelajaran dari Polemik SKM
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melalui rapat koordinasi yang
dipimpin Wakil Presiden Jusuf
Kalla, 22 Oktober lalu, mengurai
benang kusut persoalan data beras
nasional.
Bersamaan itu, sayangnya, ada pihak
yang menjadikannya 'alat' untuk menggiring
wacana mengenai perlukah pemerintah kem -
bali mengimpor beras atau tidak.
Seperti kita ketahui, metode kerangka
sam pel area (KSA) yang digunakan mempre -
dik si data produksi beras oleh BPS, diyakini
lebih unggul untuk memperoleh data diban -
ding kan metode lama. Sebab, dilakukan
melalui serangkaian uji coba dengan tekno -
logi mutakhir. 
Keterlibatan Badan Pengkajian dan Pene -
rap an Teknologi (BPPT), Kementerian Agra -
ria dan Tata Ruang (ART), Badan Informasi
Geospasial, serta Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional sangat diapresiasi. 
BPS menguji coba metode KSA sejak 2015
dan diaplikasikan di seluruh Indonesia sam -
pai level kecamatan pada 2018. Namun, pu -
blik bertanya-tanya, mengapa BPS tidak me -
libatkan kementerian dan lembaga teknis
terkait, seperti Kementan dan Bulog?
Saat melakukan tahapan uji coba, sebe -
lum merilis data beras yang baru, BPS kerap
menyampaikan KSA merupakan kumpulan
sam pel area pengamatan (segmen) dalam
suatu wilayah administrasi yang mewakili
po pulasi sawah. 
Pengamatan dilakukan terhadap sampel
sawah (lahan) untuk mengetahui fase per -
tumbuhan dan menghitung perkiraan luas
pa nen padi. Pengamatan dilakukan setiap
tu juh hari terakhir setiap bulan terhadap
setiap titik amatan di dalam segmen dengan
mendasarkan peta citra dan menggunakan
aplikasi berbasis Android. 
BPS mengemukakan, lewat metode ini
ke sa lahan yang disebabkan kemungkinan pe -
tugas merekayasa hasil amatan dapat dimi -
ni malisasi. Dari hasil pengamatan, setiap bu -
lan dapat diperoleh perhitungan luas tanam
padi dan luas panen padi periode tertentu. 
Produktivitas padi diukur dengan penga -
matan terhadap hasil panen gabah kering
panen (GKP) melalui observasi ubinan.
Ubinan dilengkapi peralatan yang terukur
keakuratannya sehingga bisa diperkirakan
produktivitas GKP per hektare.  
Misalnya, hasil panen GKP rata-rata 3,5
kg, berarti produktivitas sawah 5,6 ton GKP
per hektare. GKP dikonversi ke gabah kering
gi ling (GKG) dan padi berdasarkan perhi -
tung an survei sendiri yang disebut survei
konversi gabah ke beras. 
Dengan perhitungan tersebut, yang me -
nu rut BPS telah dievaluasi dan diuji secara
me nyeluruh selama tiga tahun, diperoleh
hasil pengamatan dan perhitungan angka
pro duksi 32,4 juta ton hingga akhir 2018.  
Dengan melihat konsumsi beras melalui
sur vei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas),
jumlah konsumsi beras  29,6 juta ton. Jadi,
dalam hasil perhitungan tersebut In donesia
mengalami surplus beras 2,85 juta ton.
Dengan diperolehnya data produksi beras
hasil metode BPS ini, masyarakat pantas lega
karena ternyata negeri kita surplus beras 2,85
juta ton pada 2018. Namun, hasil perolehan
data BPS  juga masih banyak diper ta nyakan. 
Misalnya, pengamat ekonomi Suropati
Syn dicate, Muhammad Ardiansyah Laitte,
yang menekankan data beras terbaru hasil
me tode KSA sesungguhnya baru pada tahap
rilis secara nasional. Data itu belum menghi -
tung angka per kecamatan dan kabupaten. 
Kehadiran data perinci sebagai alat untuk
memantau fakta lapangan sangat ditunggu,
juga perlunya segera dihitung angka mundur
hingga 10 atau 20 tahun terakhir dan disebar -
kan ke publik dan lembaga dunia. 
Ardiansyah mempertanyakan beberapa
hal yang menjadi catatan luas panen, yakni
bila menggunakan data luas baku sawah 7,1
juta hektare, lantas bagaimana nasib fakta
pe tani tanam padi di luar luas baku sawah,
tidak dihitung. (Muhammad Ar diansyah
Laitte, Nusakini, 26 Oktober 2018). 
Mengenai menghitung mundur data, Ke -
pala Pusat Data dan Informasi Pertanian Ke -
mentan I Ketut Kariyasa (26/10/2018) me -
nyam paikan, BPS perlu segera melakukan
back casting data, baik untuk data luas panen
maupun produksi padi. 
Backcasting dimaksudkan untuk mengo -
rek si data produksi luas panen dan padi/be -
ras tahun sebelumnya dengan menggunakan
pendekatan sama, yakni metode KSA. 
Dengan kata lain, melakukan peramalan
mundur dengan menggunakan hasil metode
KSA tahun 2018 sebagai basis peramalan pa -
da tahun sebelumnya. Ia menilai, ini penting
agar semua data dari dulu sampai sekarang
bisa digunakan untuk analisis selanjutnya.
Misalnya, untuk melihat kinerja perkem -
bang an dan analisis produksi padi dari tahun
ke tahun, menurut Kariyasa, tanpa melaku -
kan backcasting data, akan tidak relevan
karena hasil analisisnya akan tidak tepat
menggambarkan kondisi riil di lapangan. 
Selain itu, menurut dia, akan menim bul -
kan pertanyaan bagi banyak orang, terutama
yang belum paham mengapa terjadi perbe -
da an  antara luas panen dan pro duksi padi
pa da 2018 dibandinkan tahun sebelumnya. 
Selain itu, yang perlu diperhatikan, lanjut
Kariyasa, bagaimana dengan informasi yang
sudah dipublikasikan. 
Sebagai contoh, enam bulan lalu dalam
Rice Market Monitor (Volume XXI ISSUE
No mor 1, April 2018) FAO mengestimasi pro -
duksi padi di Indonesia tahun 2017 sekitar
73,9 ton GKG dan pada 2018 mencapai 74,5
juta ton GKG. Sementara hasil perhitungan
metode KSA BPS, produksi padi 2018 hanya
56,54 juta ton GKG.  
Namun, menurut Kariyasa, Kementan
menyambut baik upaya memperbaiki akurasi
data luas panen dan produksi. Tapi ironisnya,
muncul kesan data produksi beras nasional
yang surplus ini dijadikan ‘alat’ politik untuk
membangun opini, bila pemerintah harus
kembali mengimpor beras. 
Alasan yang dipakai cukup aneh dengan
mengatakan langkah impor beras dinilai
sudah tepat karena kondisi di lapangan saat
ini adalah distribusi beras tidak merata (Dwi
Ardian, Kompas, 29 Oktober 2018). 
Padahal, Budi Waseso, dirut Bulog, pada
26 Oktober, menegaskan Indonesia tak perlu
impor beras. Sebab, stok yang ada dipastikan
cukup hingga akhir 2018. Bahkan, diprediksi
hingga Juni 2019, ketersediaan beras Bulog
masih sangat memadai.
Dalam bersengkarut persoalan pangan,
memang begitu terasa adanya tarik-me narik
politik dan pertarungan peng anut mazhab
ekonomi liberal dan eko nomi kerakyatan.
Diperkeruh pula oleh masih banyaknya mafia
pangan dan tentakelnya di peme rintahan
yang terus mengintervensi kebi jakan pangan. 
Setelah data pangan dari BPS keluar dan
dinyatakan Indonesia mengalami surplus,
berbagai alasan kembali disodorkan untuk
membenarkan kebijakan impor beras.
Padahal, sejak pemerintahan kabinet kerja
Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla terbentuk
pada 2014, garis besar arah pem bangunan
nasional adalah kemandirian. Perlahan
harapan itu mulai terwujud di sektor pangan.
Ini terlihat dengan berhasilnya Indonesia
secara cepat melakukan lompatan dalam
meningkatkan produksi. Yang jadi persoalan
saat ini adalah mentalitas para pengambil
kebijakan. n
Kebijakan Pangan 
